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 INDONESIA — KETENTUAN PERPAJAKAN UNTUK PENYEWAAN JANGKA
PENDEK

Informasi di bawah ini dapat membantu anda memahami beberapa persyaratan pajak yang mungkin
berlaku saat anda menyediakan akomodasi jangka pendek di Indonesia.

Pajak bisa jadi rumit, dan penting untuk memastikan bahwa anda mengetahui kewajiban perpajakan
terbaru yang berlaku bagi anda dan tetap patuh pajak. Persiapan, pelaporan, dan pembayaran pajak
secara tepat waktu adalah tanggung jawab anda.

Jika anda menyediakan akomodasi jangka pendek di Indonesia, anda harus memastikan bahwa anda
memahami ketentuan terkait jenis-jenis pajak berikut, dan membayar pajak yang sesuai untuk anda :

● Pajak Penghasilan (PPh)
● Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
● Pajak Hotel

Harap dipahami bahwa informasi ini tidak komprehensif dan tidak dimaksudkan sebagai nasihat
hukum. Jika anda tidak yakin tentang kewajiban pajak anda, kami menganjurkan anda untuk
berkonsultasi dengan pejabat pajak setempat atau untuk meminta saran dari para profesional yang
berkualifikasi.

Harap dicatat bahwa kami tidak memperbarui informasi ini secara real time. Sehingga anda harus
memastikan bahwa tidak ada perubahan terbaru dalam Undang-Undang ataupun prosedur
pelaksanaannya.

Harap diperhatikan bahwa faktanya Airbnb mungkin memiliki kewajiban untuk melaporkan penghasilan
yang diperoleh pengguna platform (user). Oleh karena itu, jika ada ketidakcocokan antara informasi
yang dilaporkan oleh Airbnb dan penghasilan yang anda laporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT)
Tahunan PPh anda, pejabat pajak dapat mengajukan pertanyaan terkait hal tersebut kepada anda.

 PAJAK PENGHASILAN

Secara umum, setiap penghasilan yang diperoleh dari Indonesia dikenakan pajak penghasilan. Berikut
penjelasan singkat terkait kewajiban pajak yang mungkin timbul atas penghasilan yang diperoleh dari
penyewaan jangka pendek di Indonesia serta informasi tentang bagaimana pajak yang berlaku dapat
dibayarkan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Tahun fiskal Indonesia secara umum berlangsung dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
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 Kewajiban membayar Pajak Penghasilan di Indonesia.

Wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan mereka dari seluruh dunia, dan wajib pajak
luar negeri hanya dikenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Indonesia
mengadopsi sistem self-assessment untuk keperluan pajak penghasilan.

Orang pribadi (Warga Negara Indonesia atau warga negara asing) yang memenuhi salah satu
persyaratan berikut dianggap sebagai wajib pajak dalam negeri:

● bertempat tinggal di Indonesia;
● berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; atau
● dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di

Indonesia

Wajib pajak orang pribadi yang penghasilannya kurang dari penghasilan tidak kena pajak (yaitu Rp 54
juta atau sekitar USD 3.500) per tahun, akan dikecualikan dari kewajiban untuk mendaftar dan
mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Kewajiban pajak anda di Indonesia (misalnya, tarif pajak dan kepatuhan pajak) mungkin berbeda
tergantung pada status wajib pajak anda dan jenis penghasilan yang diterima berdasarkan peraturan
perpajakan yang berlaku di Indonesia.

 Melaporkan pajak di Indonesia - kewajiban pelaporan

(a) Kewajiban pelaporan pajak sebagai wajib pajak luar negeri

Jika anda dianggap sebagai wajib pajak luar negeri, anda akan dikenakan pajak penghasilan atas
penghasilan yang diterima dari Indonesia. Tidak ada kewajiban bagi wajib pajak luar negeri untuk
mendapatkan NPWP di Indonesia dan menyampaikan SPT Tahunan di Indonesia.

(b) Kewajiban pelaporan pajak sebagai wajib pajak dalam negeri

Jika anda dianggap sebagai wajib pajak dalam negeri, anda harus mendapatkan NPWP dan harus
menyampaikan SPT Tahunan anda secara elektronik melalui sistem atau situs web Direktorat Jenderal
Pajak.

SPT Tahunan PPh orang pribadi harus disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Keterlambatan atau gagal melaporkan SPT akan dikenakan denda di Indonesia. Denda karena tidak
melaporkan SPT Tahunan PPh orang pribadi sebesar Rp 100.000 (sekitar USD 6,50). Untuk SPT Masa
PPh, dendanya sebesar Rp 100.000 per SPT Masa.

Untuk penghasilan tertentu (seperti penghasilan dari sewa tanah dan bangunan) yang dikenakan PPh
final, penghasilan tersebut harus dilaporkan dalam SPT Masa PPh final yang harus disampaikan paling
lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Selanjutnya, penghasilan dari sewa tanah dan bangunan perlu
dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh orang pribadi sebagai penghasilan yang dikenakan PPh final.

 Pelaporan Pajak — batas waktu pembayaran

Batas waktu pembayaran pajak penghasilan dapat bervariasi tergantung pada jenis penghasilan.
Namun, secara umum, pajak penghasilan harus dibayar sebelum penyampaian SPT (yaitu, tanggal 10
bulan berikutnya untuk pemotongan pajak dan PPh final). Untuk penghasilan tertentu (seperti
penghasilan dari sewa tanah dan bangunan), PPh final harus dibayar paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya (oleh pemotong pajak) atau tanggal 15 bulan berikutnya (oleh bukan pemotong pajak).
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Secara umum, Direktorat Jenderal Pajak akan menguji kepatuhan wajib pajak melalui pemeriksaan
pajak, yang umumnya diikuti dengan penerbitan surat ketetapan pajak.

Keterlambatan pembayaran pajak penghasilan orang pribadi akan dikenakan denda berupa bunga
berdasarkan tarif bunga per bulan yang berlaku yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang
dikenakan paling lama 24 bulan.

 Tarif Pajak Penghasilan di Indonesia

Berikut tarif pajak penghasilan progresif umum untuk wajib pajak dalam negeri orang pribadi.

Tarif Penghasilan Kena Pajak (IDR)
5% 0 – 60 juta
15% > 60 juta – 250 juta
25% > 250 juta – 500 juta
30% > 500 juta – 5 miliar
35% > 5 miliar

Wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan dari seluruh dunia dan anda memiliki
kewajiban untuk melaporkan penghasilan anda baik yang berasal dari Indonesia maupun penghasilan
dari luar Indonesia. Penghasilan tersebut akan dikenakan tarif pajak penghasilan progresif dengan tarif
maksimum 35% untuk penghasilan lebih dari Rp 5 miliar (USD 325.000).

Penghasilan dari sewa tanah dan bangunan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dikenakan
PPh final sebesar 10% dan tidak dikenakan tarif pajak penghasilan progresif di atas. Namun,
penghasilan yang diterima dari jasa penginapan beserta akomodasinya (seperti jasa perhotelan) tidak
dikenakan PPh final.

Penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri (termasuk penghasilan dari sewa tanah dan
bangunan) dikenakan pemotongan pajak dengan tarif 20% dari penghasilan bruto yang berasal dari
Indonesia.

 Peraturan yang berlaku di Indonesia untuk penghasilan yang diperoleh sehubungan dengan
penyewaan jangka pendek

(i) Wajib pajak dalam negeri

Perlakuan pajak penghasilan untuk wajib pajak dalam negeri terkait dengan penyewaan jangka pendek
adalah sebagai berikut:

(a) Bukan jasa perhotelan

Jika anda tidak terdaftar sebagai subjek pajak hotel dan penghasilan anda dianggap sebagai
penghasilan dari sewa tanah dan bangunan, penghasilan dari sewa tanah dan bangunan (baik
sebagian atau seluruh bangunan) dikenakan PPh final dengan tarif 10% dari penghasilan bruto atas
nilai sewa. Sebagian bangunan meliputi suatu area, baik di dalam maupun di luar, yang merupakan
bagian dari bangunan seperti sebuah ruangan dalam rumah.

Penghasilan yang diperoleh dari sewa gedung oleh penyewa yang bertindak atau ditunjuk sebagai
pihak pemotong pajak dikenakan PPh final, dan penyewa tersebut memiliki kewajiban untuk
memotong, membayar, dan melaporkan PPh final atas sewa gedung ke kantor pajak setempat.
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Namun, jika penyewa bukan pihak yang ditunjuk sebagai pemotong pajak, maka PPh final yang
terutang harus dibayarkan secara pribadi oleh orang pribadi atau badan (yaitu pemilik penginapan)
yang menerima penghasilan. Pemilik penginapan memiliki kewajiban untuk membayar dan melaporkan
PPh final ke kantor pajak setempat.

PPh final harus dibayar paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya (jika sewa dibayarkan oleh pihak
pemotong pajak) atau tanggal 15 bulan berikutnya (jika sewa dibayarkan oleh pihak yang bukan
merupakan pemotong pajak) dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya melalui SPT
Masa PPh final ke kantor pajak setempat.

(b) Jasa perhotelan

Jika anda terdaftar sebagai subjek pajak hotel dan penghasilan anda dianggap sebagai penghasilan
dari penyediaan jasa perhotelan, penghasilan kena pajak tersebut akan dikenakan tarif PPh progresif
normal dengan tarif maksimal 35% untuk penghasilan lebih dari Rp 5 miliar. Penghasilan kena pajak
adalah penghasilan bruto yang dikurangi dengan biaya tertentu yang relevan.

(ii) Wajib pajak luar negeri

Penghasilan yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri oleh wajib pajak dalam negeri, termasuk
sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan aset, dikenakan pemotongan pajak dengan
tarif 20% atas penghasilan bruto yang berasal dari Indonesia. Wajib pajak dalam negeri yang bertindak
atau ditunjuk sebagai pihak pemotong pajak memiliki kewajiban untuk memotong, menyetorkan, dan
melaporkan pajak ke kantor pajak setempat.

 Jenis biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan orang pribadi dalam kaitannya dengan
penyewaan jangka pendek

 Jika penghasilan dari penyewaan jangka pendek dikenakan PPh final sebesar 10%, maka tidak ada
biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan orang pribadi dalam menghitung penghasilan kena
pajak.

Namun, jika penghasilan dari sewa jangka pendek dikenakan tarif pajak penghasilan normal, biaya
untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dari penyewaan jangka pendek tersebut
dapat dikurangkan.

 Kewajiban pajak penghasilan di Indonesia bagi penduduk Indonesia apabila menerima
penghasilan atas sewa dari luar negeri.

Penghasilan sewa dari luar negeri yang diperoleh wajib pajak dalam negeri akan dianggap sebagai
penghasilan dan dikenakan pajak penghasilan di Indonesia dengan tarif maksimal 35% untuk
penghasilan lebih dari Rp 5 miliar. Wajib pajak dalam negeri memiliki kewajiban untuk membayar dan
melaporkan pajak atas penghasilan yang diperoleh atas sewa dari luar negeri ke kantor pajak
setempat.

 Rincian kontak Direktorat Jenderal Pajak.

Rincian kontak Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:

● (+62) 21 - 1500 200 (rincian juga dapat ditemukan di situs web Direktorat Jenderal Pajak
Indonesia)

● Anda mungkin juga perlu menghubungi kantor pajak setempat dimana anda terdaftar sebagai
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wajib pajak dalam negeri.

 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

PPN dapat dikatakan rumit, sehingga luangkan waktu anda untuk dapat memahami peraturan yang
berlaku sesuai dengan situasi anda.

 Secara umum, PPN dikenakan atas peristiwa kena pajak tertentu yang melibatkan penyerahan, impor,
dan ekspor barang dan jasa kena pajak. Kewajiban PPN timbul jika penyerahan Barang Kena Pajak
(BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) melebihi Rp 4,8 miliar per tahun. Pengusaha yang penjualan
tahunannya melebihi Rp 4,8 miliar harus mendaftarkan diri untuk keperluan PPN agar dapat
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Indonesia dan menerbitkan faktur PPN atas
penyerahan, impor, dan ekspor BKP dan JKP. Indonesia mengadopsi sistem self-assessment untuk
keperluan PPN.

Tarif PPN adalah sebesar 11% dan akan naik menjadi 12% per 1 Januari 2025.

 Apakah saya perlu memungut PPN dari penyewa jika saya menyediakan akomodasi jangka
pendek di Indonesia?

Secara umum, pengusaha yang memenuhi kriteria tertentu untuk dikukuhkan sebagai PKP untuk
keperluan PPN di Indonesia perlu mengenakan PPN atas penyerahan BKP dan JKP yang
dilakukannya.

Namun, jasa perhotelan — meliputi jasa penyewaan kamar dan/atau jasa penyewaan ruangan di hotel
yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah — tidak termasuk dalam pengertian
penyerahan JKP untuk keperluan PPN dan oleh karena itu tidak dikenakan PPN.

Jasa perhotelan tertentu yang tidak dikenakan PPN meliputi jasa penyewaan kamar dan/atau jasa
penyewaan ruangan di hotel, hostel, villa, pondok wisata, motel, losmen, homestay, rumah
penginapan, guest house, bungalow, resort dan tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel
dan fasilitas glamping. Jasa penyewaan kamar mencakup penyediaan akomodasi dan seluruh fasilitas
untuk penyewa yang menginap yang berhubungan langsung dengan jasa penyewaan kamar (yaitu
fasilitas olahraga dan hiburan serta transportasi hotel).

Secara garis besar, jika penyewaan jangka pendek dianggap sebagai jasa perhotelan berdasarkan
definisi di atas, maka seharusnya tidak dianggap sebagai objek PPN di Indonesia.

Terlepas dari hal di atas, jika anda menyewakan akomodasi jangka pendek selain yang disebutkan di
atas dan anda merupakan PKP yang terdaftar untuk keperluan PPN, anda mungkin harus mengenakan
PPN atas biaya sewa anda dan membayar PPN tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak. Karena
Airbnb bukan merupakan pihak yang menyediakan sewa, maka host bertanggung jawab untuk
mempertimbangkan kewajiban PPN setempat dari biaya sewa.

Kami menyarankan anda untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak setempat untuk pengenaan PPN
atas sewa kepada penyewa di Indonesia.

 PPN berlaku untuk saya. Bagaimana cara memungut PPN dari penyewa?

Jika anda perlu mengenakan PPN atas BKP dan JKP kepada penyewa, harap diingat bahwa anda
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harus memungut PPN dari penyewa dan melaporkan serta menyetorkan PPN tersebut pada SPT
Masa PPN. SPT Masa PPN perlu disampaikan paling lambat pada akhir bulan berikutnya, dan
pembayaran PPN harus dilakukan paling lambat pada akhir bulan berikutnya atau sebelum batas
waktu penyampaian SPT.

Beberapa formalitas, termasuk menerbitkan faktur pajak, diwajibkan berdasarkan peraturan pajak yang
berlaku. Untuk panduan lebih lanjut tentang penyampaian SPT, anda dapat melihat situs web Direktorat
Jenderal Pajak. Kami menganjurkan anda untuk memeriksa kewajiban PPN terkait dan persyaratan
faktur pajak yang berlaku dengan konsultan pajak setempat.

 PAJAK HOTEL

Jika penyewaan anda termasuk ke dalam jenis jasa perhotelan yang tidak dikenakan PPN, maka atas
penyewaan tersebut akan dikenakan pajak hotel. Di Indonesia, pajak hotel diklasifikasikan sebagai
"pajak atas barang dan jasa tertentu" yang dikenakan pada setiap jasa perhotelan yang disediakan
oleh individu atau badan. Tarif pajak hotel tergantung pada wilayah tempat akomodasi anda berada
dan tarifnya tidak lebih dari 10%.

Secara umum, jasa perhotelan mencakup jasa tertentu yang disediakan oleh hotel. Jasa ini termasuk
penyediaan jasa akomodasi dan fasilitas penunjangnya (misalnya, transportasi, internet, laundry) dan
penyewaan ruang rapat/pertemuan di hotel. Jasa perhotelan meliputi hotel, hostel, vila, pondok wisata,
motel, losmen, guest house, bungalow, resort, cottage, tempat tinggal pribadi yang berfungsi sebagai
hotel, dan glamping.

Tempat tinggal pribadi yang berfungsi sebagai hotel didefinisikan sebagai sewa rumah jangka pendek,
apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya hotel (yaitu dengan
masa sewa kurang dari satu bulan).

Pajak hotel diatur lebih lanjut berdasarkan peraturan pemerintah daerah sesuai dengan lokasi dimana
akomodasi tersebut berada. Namun, peraturan pemerintah daerah mungkin belum diperbarui setelah
penerbitan Undang-Undang Pajak Daerah terbaru (misalnya, beberapa ketentuan tentang jasa yang
dikecualikan dari pajak hotel belum diperbarui dalam peraturan pemerintah daerah). Oleh karena itu,
kami menganjurkan anda untuk memeriksa dan mengonfirmasi pajak hotel yang berlaku kepada
pejabat daerah terkait yang bertanggung jawab atas wilayah dimana akomodasi anda berada.

Pada umumnya, untuk mendaftar sebagai wajib pajak hotel, wajib pajak harus mendapatkan Nomor
Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dengan mengajukan permohonan secara online ke Badan
Pendapatan Daerah (Bapenda). Wajib pajak hotel harus mendapatkan NPWPD yang didaftarkan paling
lama satu bulan sebelum hotel atau akomodasi anda beroperasi untuk memenuhi kewajiban pajaknya.
Pendaftaran dapat berbeda per daerah sesuai dengan wilayah dimana hotel atau akomodasi anda
berada, misalnya, jika hotel atau akomodasi berada di Kabupaten Badung, wajib pajak dapat
menggunakan suatu aplikasi bernama e-palapa yang disediakan oleh Bapenda Badung untuk
mendapatkan NPWPD, menyetor, dan melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) untuk
wajib pajak hotel.
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 Apakah saya perlu memungut pajak hotel dari penyewa jika saya menyewakan akomodasi
jangka pendek di Indonesia (khususnya di Bali)?

Secara umum, jika anda menyediakan jasa perhotelan, maka anda harus memungut pajak hotel dari
penyewa.

Namun, jasa-jasa berikut dikecualikan dari pajak hotel:
● Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah
● Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial

lainnya yang sejenis
● Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan
● Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata
● Jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel, yaitu ruangan yang disewa oleh pelaku

usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha, seperti kantor, toko, atau anjungan tunai mandiri
(ATM) di dalam hotel

Tarif pajak hotel bervariasi berdasarkan daerah dan dapat berubah sewaktu-waktu. Misalnya, tarif pajak
hotel yang berlaku di Seminyak, Canggu, dan Kuta Utara (Kabupaten Badung) mungkin berbeda dari
Ubud (Kabupaten Gianyar) sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah daerah setempat.

Tarif pajak hotel saat ini di Kabupaten Badung dan Gianyar adalah 10%. Namun, dalam keadaan
tertentu, tarif pajak hotel dapat berbeda atau pengecualian dapat berlaku. Kami menyarankan agar
anda memeriksa dan mengetahui pajak hotel terkini yang berlaku kepada badan daerah terkait dimana
akomodasi anda berada. 

 Pajak hotel berlaku untuk saya. Bagaimana cara memungut pajak hotel di Bali dari penyewa?

Pajak hotel dihitung dengan mengalikan tarif pajak sebesar 10% dengan jumlah yang harus
dibayarkan kepada hotel. Pajak hotel harus dibayarkan ke kas daerah dan dilaporkan pada waktu
tertentu yang diatur dalam peraturan daerah yang berlaku (misalnya, untuk kabupaten Badung, pajak
hotel harus dibayar dan disetorkan paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah akhir masa
fiskal). 

Pajak hotel dilaporkan menggunakan sistem self-assessment. Perhitungan pajak hotel dapat dilakukan
sebagai berikut: omset hotel X dalam satu bulan (1 Januari hingga 31 Januari) adalah Rp 100 juta.
Dengan demikian, tarif pajak hotel X harus dihitung sebagai berikut: 10% x Rp 100 juta = Rp 10 juta.
Sehingga, pajak hotel yang harus dibayar pada bulan tersebut sebesar Rp 10 juta.

Untuk informasi lebih lanjut tentang mekanisme pembayaran dan pelaporan, kami menyarankan anda
memeriksa kewajiban pajak yang berlaku dengan kantor pajak dimana hotel anda terdaftar serta
kepada pejabat daerah terkait dimana lokasi hotel anda berada.
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